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PENETAPAN
Nomor 273/PDT.P/2019/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara permohonan pada
tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai

berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Aan Firmansyah beralamat, Kp.Cikiwul Rt. 02 Rw.Kel. Cikiwul Kec.
Bantargebang Kota Bekasi Propinsi Jawa barat, yang

selanjutnya sebagai ........cc..cvvvevevvvvviviiiiiiin. PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
pada tanggal 19 Juli 2019 dalam register Nomor : 273/Pdt.P/2019.PN.Bks

telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan 3275070104900003 beralamat di Kp.Cikiwul
RT 002 RW 001 Kel.Cikiwul, Kec.Bantargebang;

2. Bahwa Aldi Pratama Ginting,pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan 127113091200001 di Kp.Cikiwul RT
002 RW 001 Kel.Cikiwul,Kec.Bantargebangadalah anak dari Jhon Natalis

Ginting dan Juliana;
3. Bahwa Pemohon adalah saudara (Abang) dari Aldi Pratama Ginting;

4. Bahwa Aldi Pratama Ginting bermaksud ingin mendaftar untuk menjadi

anggota TNI;

5. Bahwa selama ini Aldi Pratama Ginting sudah tinggal bersama-sama
dengan Pemohon Sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga

Pemohon;

6. Bahwa orangtua Aldi Pratama Ginting Masih Hidup yang bertempat tinggal
di Medan;

7. Bahwa Pemohon saat ini adalah sebagai wali dari Aldi Pratama Ginting;
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8. Bahwa untuk mengurus perwalian tersebut bagi Aldi Pratama Ginting
untuk mengikuti Pendaftaran TNI, diperlukan adanya ijin berupa penetapan

dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapakan Pemohon sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama
Aldi Pratama Ginting Lahir di Medan 10 Oktober 1999, anak dari pasangan
suami istri Jhon Natalis Ginting dan Juliana Sesuai Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 15.102/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Bekasi,khusus untuk keperluan
melengkapi persyartan-persyaratan administratif dalam pendaftaran

seleksi masuk anggota TNI;

3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang
dibuat oleh Taryadi. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
273.Pdt.P.2019/PN.Bks tanggal 23 Juli 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019
yang di bacakan di persidangan ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan
Pemohon tidak hadir dan .memberitahukan kepada Hakim, maka Hakim
berkesimpulan bahwa Pemohon tidak serius dengan Permohonannya, dan
Permohonan Pemohon patut di nyatakan gugur :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di nyatakan
gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan peraturan lain yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Bks ;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
301.000,- (tiga ratus seribu rupiah) ;
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Demikian Penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 5
Agustus 2019 oleh kami Sri Senaningsih,S.H.MH. Hakim Pengadilan Negeri
Bekasi, berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Nomor 273/Pdt.P/2019/PN
Bks tanggal 22 Juli 2019 Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Djuria Simbuang, SH.MH. , selaku Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

DJURIA SIMBUANG, SH.MH. SRI SENANINGSIH,S.H.MH.
Rincian biaya :

Biaya pendaftaran :Rp 30.000,-

Biaya proses :Rp 75.000,-

Panggilan : Rp 200.000,-

Pnbp Panggilan :Rp 10.000,-

Redaksi :Rp 10.000,-

Materai :Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp.331.000-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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